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ABSTRAK

STRATEGI IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH (ETPD) PADA PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA TANGERANG

'Yeni Fahrinda, Bambang Giyanto, *Asropi
Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
ynnifhrnda@gmail.com

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui identiifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat implementasi, serta rumuskan strategi apa yang dapat
dilakukan untuk mengoptimalisasi ETPD pada penerimaan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan Kota Tangerang. Teknik pengolahan dan analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT dengan
pendekatan kualitatif, kemudian dilanjut dengan analisis matrik QSPM. Penelitian
ini menunjukan implementasi ETPD pada penerimaan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan Kota Tangerang masih belum optimal, terdapat 4
(empat) aspek yang digunakan dalam proses identifikasi kondisi implementasi
ETPD, yakni struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi. Hasil
identifikasi tersebut dijadikan bahan untuk menentukan faktor pendukung dan
penghambat dalam penelitian ini, yang dituangkan kedalam analisa evaluasi faktor
internal dan evaluasi faktor eksternal. Hasil analisis SWOT dan QSPM
merekomendasikan 5 (lima) rumusan strategi dalam upaya optimalisasi, yakni (1)
Melanjutkan kegiatan sosialisasi, (2) Memperluas kerjasama, (3) Mengadakan
bimbingan teknis/ pelatihan, (4) Mengembangkan insfrastruktur, dan (5)
Menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Implementasi, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (ETPD), Penerimaan Retribusi Pelayanan
Sampah/Kebersihan, Kota Tangerang.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION STRATEGY FOR ELECTRONIFICATION LOCAL
GOVERNMENT TRANSACTIONS (ETPD) ON RETRIBUTION RECEIPTS FOR
WASTE/CLEANLINESS SERVICE IN TANGERANG CITY

'Yeni Fahrinda, Bambang Giyanto, *Asropi
Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

ynnifhrnda@gmail.com

This research was conducted to determine the conditions of implementation
Electronification Local Government Transaction (ETPD), through identifying
supporting and inhibiting factors for implementation, as well as formulating what
strategies can be implemented to optimize ETPD on retribution receipts for
waste/cleanliness service in Tangerang City. The data processing and analysis
technique used in this research uses the SWOT analysis technique with a
qualitative approach, and then continued with QSPM matrix analysis. This
research show that the implementation of ETPD on retribution receipts
waste/cleanliness service in Tangerang City is still not optimal, there are 4 (four)
aspects used in the process of identifying ETPD implementation conditions,
namely bureaucratic structure, disposition, resources and communication. The
results of this identification are used as material to determine supporting and
inhibiting factors in this research, which are expressed in an analysis of internal
factor evaluation and external factor evaluation. The results of the SWOT and
OSPM analysis recommend 5 (five) strategy formulations for optimization efforts,
namely (1) Continuing outreach activities, (2) Expanding cooperation, (3)
Providing technical guidance/training, (4) Developing infrastructure, and (5)
Providing public complaint service.

Keywords: Strategy, Implementation, FElectronification Local Government
Transaction (ETPD), Retribution Receipts for Waste/Cleanliness
Service, Tangerang City.
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya perkembangan teknologi, pergeseran layanan dengan
pemanfaatan teknologi juga menyentuh sistem pembayaran yang berlaku di
masyarakat. Saat ini terdapat dua sistem pembayaran yang sering digunakan oleh
masyarakat, yaitu pembayaran dengan sistem uang tunai dan pembayaran dengan
menggunakan sistem non-tunai. Pembayaran dengan sistem tunai ialah metode
pembayaran yang masih menggunakan alat pembayaran dalam bentuk uang kertas
ataupun uang logam. Sedangkan metode pembayaran dengan sistem non-tunai,
menggunakan Alat Pembayaran Berupa Kartu (APMK), giro, cek, dan nota debit,
serta uang elektronik. (www.bi.go.id).

Pembatasan interaksi sosial yang diberlakukan oleh pemerintah pada
wabah pandemi Covid-19 lalu, menjadi salah satu keadaan yang mempercepat dan
memperluas upaya transaksi digital secara nasional. Hal tersebut membuat
masyarakat secara segera beralih dan mulai terbiasa untuk menggunakan transaksi
ekonomi tanpa kontak (contactless economy). Kini, masyarakat dapat menemukan
banyak layanan publik, transaksi jual beli, dan aktivitas keuangan lainnya yang
mulai dilakukan melalui prosedur tanpa tatap muka (face fo face) dengan
memanfaatkan beberapa instrument digital.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Cashless
Society merupakan lingkungan masyarakat yang sudah menggunakan aktivitas
keuangan dengan sistem non-tunai, terutama dalam bertransaksi pada kegiatan
ekonominya (Aslinawati et al., 2016). Keberhasilan pengembangan lingkungan
Cashless Society juga didorong oleh beberapa faktor, antara lain: kemudahan dan
keamanan, keragaman fitur dan merchant, luasnya jaringan distribusi,
interoperabilitas antar layanan uang elektronik. Pada tahun 2014 Bank Indonesia
membentuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan harapan dapat

membantu tebentuknya aktivitas transaksi yang terbiasa dengan metode



pembayaran non-tunai, adapun kelebihan dari transaksi non-tunai ialah aktivitas
keuangan akan terasa lebih aman, dan mudah, efektif dan efisien. Gerakan
Nasional Non Tunai diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang
ditemukan dalam transaksi tunai, contohnya permasalahan uang yang tidak dapat
diterima karena rusak, cacat, dan tidak layak.

Memanfaatkan pembayaran non-tunai menawarkan berbagai kemudahan
kepada masyarakat, diantaranya masyarakat tidak perlu lagi menyediakan uang
tunai yang beresiko terhadap tindak kejahatan, kemudahan yang ditawarkan oleh
sistem non-tunai berikutnya adalah meningkatkan efektivitas transaksi keuangan,
dengan mengurangi pembayaran tunai diharapkan dapat menghindari adanya
kesalahan dalam proses hitung (human error). Sistem non-tunai merupakan
sebuah alternatif untuk meningkatkan transaksi keuangan masyarakat secara
keseluruhan. Hal ini juga membawa transparansi, skalabilitas, dan akuntabilitas
yang lebih baik (Yakean, 2020). Kedepannya GNNT dapat menjadi langkah yang
pasti dalam mewujudkan ekosistem cashless society (Wwww.bi.go.id).

Gambar 1. 1 Tren Transaksi Elektronik di Indonesia 2012-2021

| Tren Transaksi Elektrontk di Indonesia

Nominal

RIS

2012 I3 20014 WIS 2016 2017 2018 2W1E 2020 202

Purtembuban

Sumber: Bank Indonesia, 2021
Pembayaran non tunai / cashless payment adalah salah satu upaya untuk
mewujudkan cashless society. Cashless society yang pemerintah coba upayakan
memberikan hasil yang efektif terhadap kelancaran sistem pembayaran di

Indonesia. Efektifitas pencapaian cashless society dalam rangka kemudahan



sistem pembayaran dibuktikan dengan empat pilar sistem pembayaran, yaitu
keamanan transaksi, efisiensi transaksi, perluasan akses pembayaran dan
perlindungan terhadap pelaku transaksi (Aslinawati et al., 2016). Beberapa contoh
pembayaran non tunai / cashless payment yaitu GoPay, ShopeePay dan juga
aplikasi dompet digital seperti DANA, OVO, dan LinkAja. Ditinjau dari semakin
maraknya pembayaran tanpa uang tunai, pihak Bank Indonesia meluncurkan
produk kanal pembayaran berbasis digital yang dapat digunakan oleh masyarakat
yaitu standar Quick Response (QOR) Code. Kehadiran produk tersebut dapat
digunakan untuk aktivitas pembayaran dengan memanfaatkan aplikasi berbasis
server/uang elektronik, dompet elektronik, maupun m-banking yang disebut QRIS
(OR Code Indonesian Standard). Dengan masifnya penggunaan QRIS, diharapkan
volume pembayaran melalui sarana elektronik / kanal digital dapat memberikan
pengaruh yang positif terhadap tingkat efesiensi dalam bertransaksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 222 diterbitkan pada tahun 2019, dalam PP ini berisi
perintah terhadap pemerintah daerah untuk mulai melakukan aktivitas pengelolaan
keuangan daerah yang berbasis elektronik. Implementasi Sistem Transaksi Non
Tunai didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran (SE) Menteri
Dalam Negeri No 910/1867/SJ 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai
Pada Pemerintah Daerah upaya pemerintah untuk memaksimalkan transaksi non-
tunai bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, hal ini sesuai
dengan Pasal 283 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah yang memberikan amanat mengenai penerapan aktivitas
pengelolaan keuangan daerah dengan cara yang tertib, efesien, efektif, mengacu
pada peraturan perundang-undangan, berprinsip ekonomis, bertanggung jawab,
dan transparan, serta dapat memberikan manfaat.

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam
Negeri No. 910/1866/SJ 2017 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada

Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka percepatan Elektronifikasi Transaksi



Pemerintah Daerah (ETPD). Definisi dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (ETPD) ialah upaya pemerintah dalam perubahan sistem pembayaran dari
tunai menjadi non-tunai melalui pembayaran dengan kanal digital yang diterapkan
pada transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (Artha, 2021).
Kebijakan ETPD merupakan upaya dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan implementasi
digitalisasi bagi pengelola pendapatan negara dan manfaatnya bagi masyarakat.
Beberapa manfaat organisasi yang diperoleh dari digitalisasi transaksi pendapatan
meliputi integrasi proses bisnis, peningkatan pendapatan yang dikumpulkan,
efektivitas biaya, dan komunikasi yang efektif serta transparansi informasi
(Agyei-Ababio et al., 2023)

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan
transparan, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan
transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam
Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ 2017 tentang
implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, adapun isi dari surat
edaran tersebut, sbb: 1. Transaksi nontunai adalah kegiatan pemindahan sejumlah
uang tertentu dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan alat pembayaran
kartu (APMK), cek, rekening giro, dan berbagai alat pembayaran digital, 2.
Pemerintah daerah dihimbau sudah mulai melakukan penerapan transaksi non-
tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018, transaksi non-tunai tersebut
diterapkan pada berbagai aktivitas keuangan yang terdiri dari transaksi
penerimaan/pendapatan daerah dan transaksi pengeluaran/belanja daerah, 3.
Penerapan transaksi non-tunai pada pengelolaan keuangan daerah dapat didukung
dengan aktivitas koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan, 4. Kepala
Daerah/Gubernur dihimbau untuk membuat kebijakan dan menyusun rencana aksi
terkait penerapan transaksi non-tunai pada Pemerintah Daerah, 5. Tahapan
pelaksanaan transaksi non-tunai akan dimulai dengan instruksi untuk membatasi
penggunaan uang tunai dalam aktivitas keuangan daerah yang didukung oleh

kebijakan Gubernur, 6. Kepala Daerah/Gubernur diharapkan secara rutin



memberikan laporan perkembangan dan hasil evaluasi/monitoring berkelanjutan
terkait penerapan transaksi non-tunai kepada Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 90% pada
tahun 2024. Untuk mencapai tujuan inklusi keuangan, pemerintah memerlukan
peran pemerintah daerah untuk membangun sinergi dengan pemerintah pusat
(Saputri, 2021). Upaya implementasi transaksi digital dalam aktivitas keuangan
pemerintah daerah merupakan langkah strategi pemerintah untuk mencapai
tingkat inklusi keuangan yang sudah ditargetkan. Sebagai regulator, Bank
Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap target pemerintah, bentuk nyata
dari dukungan tersebut berupa penerbitan mix policy pada sektor sistem
pembayaran.

Bank Indonesia menyusun kebijakan dalam mengatur pedoman pengaturan
transaksi nontunai di sektor pemerintahan, dengan tujuan untuk mempercepat dan
mendorong penerapan sistem pembayaran nontunai di tingkat nasional (Rika &
Thamrin, 2019). Transformasi sistem pembayaran baru tersebut, dapat menjadi
moment penting bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk langkah yang tepat
terkait kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kepentingan pelayanan
publik (Saputri, 2021). Bukan hanya di Indonesia, pada negara berkembang
lainpun penerapan sistem pembayaran non-tunai dirasa sangat efektif, di negara
Kenya contohnya, penggunaan sistem pembayaran otomatis memiliki dampak
terhadap peningkatan jumlah transaksi pendapatan di Kenya dalam setahun terjadi
jumlah transaksi pendapatan yang terselesaikan lebih banyak setelah
digunakannya sistem teknologi transaksi pendapatan (Gitaru, 2017).

Tahun 2021 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang
pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas
P2DD). Keputusan Presiden tersebut juga memberikan perintah kepada Gubernur,
Bupati, dan Walikota untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dibentuknya TP2DD merupakan hal terpenting dari
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, karena pemerintah daerah melakukan

banyak aktivitas keuangan yang terkait dengan masyarakat, contohnya pada sisi



pendapatan daerah, yaitu penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diperoleh
dari masyarakat sebagai penerima jasa yang telah difasilitasi oleh pemerintah
(Artha, 2021). Terdapat tiga manfaat dari kegiatan percepatan dan perluasan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah yang disampaikan oleh Gubernur Bank
Indonesia. Pertama, FElektronifikasi transaksi pemerintah dapat memperkuat
efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat
memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas
ekonomi secara keseluruhan, serta pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kedua, Pelayanan publik yang lebih berkualitas, elektronifikasi transaksi
pemerintah memberikan manfaat terhadap proses transaksi keuangan yang lebih
cepat dan lebih transparan, serta dapat mencegah kebocoran layanan publik.
Ketiga, Proses dalam aktivitas ekonomi dan keuangan digital dapat terintegrasi
dengan lebih cepat.

Keputusan Presiden (KEPRES) No.3 tentang Satuan Tugas Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2021, disinyalir dapat membuka peluang bagi
Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan transaksi digital dalam aktivitas
birokrasinya. Hal ini dapat pemantik semangat untuk mewujudkan salah satu visi
jangka panjang Pemerintah Daerah yaitu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (ETPD). Dalam kebijakan tersebut Menteri Perekonomian diteteapkan
sebagai ketua gugus tugas yang terdiri dari enam perwakilan menteri lain dan
Gubernur Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, seluruh pemerintah daerah wajib
segera membentuk tim gugus tugas di daerahnya masing-masing, dengan
walikota/gubernur setempat sebagai ketuanya.

Menurut (Saputri et al., 2022), perubahan aktivitas berbasis digital adalah
salah satu sumber daya utama yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia di
masa depan dalam berbagai sektor dan berbagai kepentingan. Melalui
pemanfaatan instrument elektronik, segala aktivitas pelayanan telah dengan lebih
baik dan menawarkan kemudahan bagi penerima layanan, namun dalam upaya
optimalisasi pendapatan daerah, pemanfaatan teknologi tidak bisa berdiri sendiri.

Upaya penerapaan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah ini telah



mengoptimalisasi fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban secara vertical
menjadi lebih efektif (Saifuddin, 2020). Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri
No. 910/1867/SJ 2017 dan sesuai Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017,
menjelaskan berbagai manfaat dari transaksi non tunai yaitu; (1) transparansi dan
akuntabilitas pada aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kuat, (2)
Meminimalisir tindak kejahatan peredaran uang palsu, (3) Pengeluaran negara
menjadi lebih efisien, (4) Laju inflasi yang semakin kecil, (5) Menekan
kemungkinan terjadinya tindak korupsi, (6) Sirkulasi wuang dalam aktivitas
perekonomian berjalan lebih optimal (velocity of money), dan (7) Aktivitas
administrasi pengelolaan kas akan berjalan dengan lebih tertib (Septiani &
Kusumastuti, 2019).

Menurut (Nugraha, 2018), dalam membentuk implementasi transaksi
berbasis digital dalam lingkup birokrasi akan terasa sangat efektif apabila
dimotivasi dengan model manajemen yang searah dan satu komando melalui
instruksi fop down. Hal ini dikarenakan efektivitas penerapan digital di
pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pusat di tingkat
manajemen puncak. Bentuk dukungan yang perlu diberikan oleh Pemerintah Pusat
dalam implementasi transformasi digital tersebut yaitu; (1) Dibentuknya arahan
yang jelas dan terarah dalam bentuk visi dan misi, (2) Ketepatan alokasi sumber
daya (petugas, waktu, anggaran, dan lain-lain), (3) Tersedianya sarana/prasarana
dan insfrastuktur yang mendukung, dan (4) Dilakukannya kegiatan sosialisasi
yang merata dan berkelanjutan kepada setiap elemen yang terkait, (5) Koordinasi
dan sinergitas yang terbangun dengan baik (Saputri, 2021).

Sistem pembayaran melalui elektronifikasi adalah salah satu strategi
pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, kuat,
inklusif, dan berkelanjutan (Setiawan, H. et al., 2022). Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan
daerah, yaitu melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan

tata kelola keuangan pemerintah melalui aktivitas pengelolaan keuangan dan



realisasi belanja daerah. Bank Indonesia beserta seluruh kantor perwakilan di
daerah yang tersebar di seluruh Provinsi memiliki peran aktif untuk terus
mendorong Pemerintah Daerah dalam menerapkan digitalisasi daerah melalui
elektronifikasi transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dengan
memanfaatkan instrumen-instrumen pembayaran digital.

Secara teknik maupun substansi, penerapan sistem pembayaran non tunai
memerlukan kesiapan yang matang dan perencanaan yang baik, hal-hal demikian
harus diperhatikan dalam mengukur kesiapan pemerintah terkait penerapan
pembayaran dengan sistem non-tunai (Syabrina & Gevisioner, 2022). Terdapat
banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan transaksi non tunai, sistem
pembayaran non tunai jika dilakukan secara optimal, dapat membantu proses
otorisasi dan dokumentasi transaksi daerah yang lebih jelas dan akurat (Herlen et
al., 2021). Manfaat tersebut sejalan dengan tugas dari penyelenggara pemerintah
sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat dalam mengungkap kondisi
keuangan dan bukti penyelenggaraan pelayanan yang baik dan mengikuti
perubahan zaman (Mongisidi et al., 2019). Namun dalam penerapannya masa
peralihan metode transaksi pembayaran tunai menjadi non tunai ini juga tentu
akan menemukan kendala, seperti penerapan transaksi non-tunai di kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Kendala jaringan teknologi, kompetensi
SDM yang belum maksimal, masih kurangnya sosialisasi, kendala pada insentif
pegawai merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi agar dapat
mengoptimalkan penerapan transaksi non tunai di wilayah pemerintah (I Gusti &
Anak Agung, 2020).

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak Bank
Indonesia, ditemukan berberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan ETPD,
dan harus segera ditindaklanjuti agar dapat mengatasinya. Adapun tantangan
tersebut terdiri dari; 1) Perbedaan insfratruktur IT, 2) Kesiapan Bank RKUD, 3)
Data ETPD yang belum terbentuk, 4) Komitmen Pemda, dan 5) Literasi Non
Tunai (www.bi.go.id). Dalam penerapannya ETPD dapat memberikan dorongan

optimalisasi pertumbuhan PAD dan realisasi belanja daerah (Saputri, 2021). Bank



Indonesia menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah yang berada pada tingkat
ETPD yang tinggi cenderung juga berada pada tingkat pertumbuhan dan realisasi
PAD yang baik. Hal serupa juga tergambar pada sisi pengeluaran, tingkat
kesuksesan penerapan ETPD memiliki dampak terhadap realisasi belanja yang
tinggi. Fenomena ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Fujiki & Tanaka,
2014) yang mencoba mengkaji fungsi permintaan mata uang rumah tangga di
Jepang yang bergantung pada adopsi uang elektronik. Hasilnya menunjukkan
bahwa permintaan mata uang meningkat seiring dengan adopsi uang elektronik.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan
evaluasi kinerja (championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
Daerah (TP2DD) tahun 2022, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong semangat
pemerintah daerah terkait kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Bank RKUD mencoba memberikan dorongan terhadap penerapan digitalisasi,
dengan melakukan inovasi layanan transaksi digital dan pembentukan ragam
kanal berbasis digital di berbagai daerah dalam upaya menciptakan cashless
society. Namun dalam penerapannya masih ditemukan berbagai tantangan,
terutama minat masyarakat yang masih tinggi terhadap penggunaan uang tunai,
kurang memadainya infrastruktur pendukung di pedesaan dan ketimpangan
distribusi sumber daya manusia terampil di pemerintah daerah. Selain tantangan,
penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah ini juga memiliki peluang, dengan
diterbitkannya Keppres No 3 Tahun 2021 dan SE Mendagri No 910/14005/SJ]
2019 sebagai kebijakan yang mejadi landasan hukum, serta didukung
regulasi/ketentuan yang ditetapkan setiap kepala daerah dalam membentuk smart
city dan dibentuknya tim dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Selain dukungan dari sisi internal, penerapan digitalisasi transaksi tersebut juga
harus mempertimbangkan sisi yang lain, yaitu dukungan terhadap perkembangan
teknologi dengan memberikan fasilitas yang mudah dan terjangkau, selain itu
tingkat pendidikan masyarakat pun sangat berpengaruh terhadap kesuksesan

perkembangan digitalisasi.



Beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengambil langkah
sebagai dukungannya terhadap penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah (ETPD). Contohnya, seperti melakukan kerjasama dengan pihak e-
commerce dalam pelayanan penerimaan retribusi daerah. Seperti yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Makasar yang telah memanfaatkan fitur QRIS (Quick
Response Code Indonesia Standard) dalam transaksi penerimaan retribusi
pelayanan persampahan. Sejak diterapkannya sistem QRIS tersebut masyarakat
merasakan kemudahan dalam pembayaran retribusi pelayanan persampahan,
karena masyarakat tidak perlu lagi mendatangi loket pembayaran. Selain
memberikan kemudahan kepada masyarakat sistem pembayaran baru tersebut
juga diterapkan untuk meminimalisir kebocoran/ tindak korupsi serta dapat
menjadi tools untuk memastikan kesesuaian nominal pembayaran (Said, 2016).

Merujuk pada Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 3 Tahun 2021
tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, serta
Keputusan Gubernur Nomor 970/Kep.81-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Prov. Banten. Pada bulan April
tahun 2021 telah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
(TP2DD) Kota Tangerang yang ditandatangani oleh Walikota Tangerang, Arief R
Wismansyah, dalam pembentukannya diharapkan TP2DD dapat mendorong
berbagai proses transformasi digitalisasi dalam segala aktivitas keuangan di Kota
Tangerang. Kota Tangerang bersama Bank Pembangunan Daerah BIJB
membentuk roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kota
Tangerang 2023-2025. Pembentukan roadmap tersebut diharapkan bisa menjadi
bahan penetapan target, sarana monitoring, dan evaluasi progress implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di dalam aktivitas
penerimaan retribusi daerah di Kota Tangerang.

Hasil indeks pencapaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
(ETPD) Provinsi Banten menunjukan bahwa Kota Tangerang pada semester ke-2
T.A 2022 berhasil memperoleh hasil tertinggi se-Provinsi Banten, dinyatakan
bahwa Kota Tangerang dari sisi belanja dan pendapatan daerah pada tahun 2022,
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Kota Tangerang telah memanfaatkan sepenuhnya Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD) dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah.

Kota Tangerang memperoleh hasil Indeks Capaian ETPD paling unggul,
mengalahkan 8 (delapan) kategori Pemda lainnya yang berada di wilayah provinsi
Banten. Dengan rincian penilaian Indeks Capaian ETPD semester ke-2 T.A 2022
sbb, (1) Kota Tangerang 100%, (2) Kab. Lebak 99,3%, (3) Kota Tangerang
Selatan 97,9% (4) Kab. Tangerang 96,5%, (5) Kab. Serang 96,5%, (6) Prov.
Banten 95,1%, (7) Kota Cilegon 94,2%, (8) Kota Serang 88,7%, dan (9) Kab.
Pandeglang 82,6%.

Gambar 1. 2 Grafik Indeks Capaian ETPD Pemerintah Daerah Prov. Banten
Semester II Tahun 2021 — 2022
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Berbeda dengan hasil dari penilaian Indeks Capaian Elektronifikasi yang
tertera diatas, faktanya tingkat ETPD pada pengelolaan keuangan di Pemerintah
Kota Tangerang masih belum optimal, khususnya pada penerimaan retribusi
pelayanan persampahan / kebersihan Kota Tangerang yang sebagian besar
transaksi penerimaannya masih diterima melalui praktek pembayaran semi digital.
Hal ini dirasa belum maksimal dalam penerapan cashless society, dikarenakan

pada sistem pembayaran via feller bank masih di gunakan uang cash dari wajib
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retribusi, dan masih adanya kontak fisik / face to face antara wajib retribusi
dengan penerima pembayaran.

Dalam Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor
28 tahun 2009, Definisi retribusi daerah ialah pungutan yang bersifat resmi
sebagai pembayaran atas jasa /pemberian ijin tertentu yang difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah terhadap kepentingan perorangan atau badan. Retribusi
pelayanan persampahan /kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi jasa
umum di Kota Tangerang, dengan jumlah total wajib retribusi sebanyak 2.104
subjek. Pada jenis retribusi jasa umum Kota Tangerang, Retribusi pelayanan
persampahan merupakan retribusi dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi

setiap tahunnya.

Gambuar 1. 3 Grafik Perbandingan Kanal Pembayaran Pada Realisasi Penerimaan
Tahun 2022 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kota Tangerang

Sumber: DLH Kota Tangerang , 2023
Sejak awal tahun 2022, transaksi pembayaran retribusi pelayanan
persampahan / kebersihan Kota Tangerang sudah 100% menghapus metode

pembayaran tunai melalui petugas pemungut retribusi, namun metode non-tunai
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yang telah berjalan sampai dengan akhir tahun 2022 masih terbagi menjadi
64,64% melalui setoran teller (semi non-tunai) dan 35,36% melalui kanal digital.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan TA

2020-2022
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 2020-2022
Realisasi Total Target
Tahun | Target Pendapatan Pendapatan Retribusi %
Pendapatan
Jasa Umum
2020 Rp 11.500.000.000 [ Rp 12.389.137.077 Rp 16.679.219.850 | 68,95%
2021 Rp 14.000.000.000 [ Rp 15.535.350.020 Rp 20.277.926.425 | 69,04%
2022 Rp 17.000.000.000 [ Rp 17.658.049.667 Rp  24.530.000.000 | 69,30%

Sumber: DLH Kota Tangerang , 2023

Retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan Kota Tangerang
merupakan retribusi jasa umum dengan target pendapatan terbesar di Kota
Tangerang dengan jumlah target dan realisasi pendapatan yang demikian besar
dengan wajib retribusi yang meliputi berbagai lapisan masyarakat dan sektor
usaha, semestinya mampu memperoleh persentase pembayaran retribusi
menggunakan kanal digital yang tinggi, namun faktanya, pembayaran retribusi
pelayanan persampahan / kebersihan masih didominasi pembayaran melalui
proses semi digital.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti
mencoba untuk melakukan penelitian terkait implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota Tangerang, khususnya pada
Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan Kota Tangerang, terkait hal
tersebut  penelitian yang akan  dilakukan  berjudul “STRATEGI
IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH (ETPD) PADA PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN KOTA TANGERANG”
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B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat

diidentifikasikan masalah-masalah berikut;

1.

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota
Tangerang belum berjalan secara optimal. Terutama pada Retribusi Pelayanan
Persampahan / kebersihan Kota Tangerang.

Masih banyaknya masyarakat / wajib retribusi di Kota Tangerang yang lebih
memilih sistem pembayaran melalui teller bank (semi digital) dibandingkan
dengan memanfaatkan kanal digital.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya
implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota
Tangerang belum terindikasi dengan baik.

Belum dirancangan strategi yang dapat di upayakan dalam menindaklanjuti
hasil identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota Tangerang,
khususnya pada penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan

Kota Tangerang.

C. Rumusan Permasalahan

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan proses

perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Rumusan masalah penelitian ini

adalah;

1.

Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada penerimaan
retribusi pelayanan persampahan / kebersihan Kota Tangerang, baik dari sisi
internal maupun eksternal Pemerintah Kota Tangerang dalam implementasi

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)?
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2. Strategi apakah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada penerimaan

retribusi pelayanan persampahan / kebersihan Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini
adalah;

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat
implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada
penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan Kota Tangerang,
baik dari sisi internal maupun eksternal Pemerintah Kota Tangerang dalam
implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

2. Untuk mengidentifikasi strategi apa yang dapat dilakukan untuk
mengoptimalisasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
(ETPD) pada penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan Kota

Tangerang.

E. Manfaat Penelitian
Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tersebut,
merupakan topik hangat dan masih terdapat ruang untuk penelitian lebih dalam

sehingga menarik untuk dianalisis dan dicermati manfaat penerapannya.

1. Manfaat Teoritis
Kebaruan data dan fakta atas penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi

penelitian dengan topik manajemen keuangan negara/daerah.

2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para

pemangku kebijakan di Pemerintah Kota Tangerang dalam menyusun rencana
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aksi (action plan) yang tepat pada implementasi Elektronifikasi Transaksi

Pemerintah Daerah (ETPD).
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BABV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian ini memperoleh beberapa rekomendasi strategi yang dapat

dilakukan untuk mengoptimalisasi implementasi Elektronifikasi Transaksi

Pemerintah Daerah (ETPD) pada penerimaan retribusi pelayanan persampahan /

kebersihan Kota Tangerang. sbb;

1.

Melanjutkan kegiatan sosialisasi baik secara tatap muka maupun
memanfaatkan berbagai media merupakan alternatif strategi yang
memperoleh peringkat pertama. Strategi tersebut berperan penting
dalam menanggulangi hambatan yang ditemukan dalam faktor sumber

daya informasi.

. Memperluas kerjasama dengan lebih banyak mitra / merchant agar

semakin banyak dan berkembang jenis kanal pembayaran digital.
Strategi ini dianggap dapat menjadikan solusi bagi hambatan yang

terjadi pada faktor komunikasi.

. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan baik secara mandiri/

internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, dengan melibatkan
Lembaga Keuangan, dalam upaya memperbaiki hambatan pada faktor
sumber daya diperlukan adanya kegiatan bimbingan ataupun pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi SDM.

Mengembangkan insfrastruktur dan alat pembayaran elektronik yang
dapat digunakan dengan mudah, nyaman, aman, dan cocok untuk
semua pengguna dimaksudkan untuk menanggulangi hambatan pada
faktor komunikasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola

retribusi pelayanan persampahan / kebersihan Kota Tangerang.

. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat untuk mengajukan

keberatan terhadap kualitas layanan maupun kegagalan transaksi.
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Strategi ini penting untuk dapat menjadi solusi hambatan kepercayaan

masyarakat pada faktor sumber daya informasi.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, diperoleh strategi untuk implementasi
ETPD pada penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan di Kota
Tangerang yang mendapatkan nilai prioritas tertinggi adalah “Melanjutkan
kegiatan sosialisasi baik secara tatap muka maupun memanfaatkan
berbagai media”. Berdasarkan hasil tersebut peneliti memberikan saran berupa
action plan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang selaku pihak yang
berperan dalam implementasi ETPD pada penerimaan retribusi pelayanan
persampahan / kebersihan Kota Tangerang yang dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan
yaitu; Tahap 1 = Persiapan, Tahap 2 = Pelaksanaan, dan tahap 3 = Evaluasi yang
dituangkan kedalam tabel sbb:

Tabel 5. 1 Action Plan

. Penanggung | Tahap | Tahap | Tahap
No. Kegiatan Jawab 1 2 3
1. | Membuat Tim  Pelaksana UPT TPA
Sosialisasi ETPD terhadap para dan Retribusi
wajib retribusi RPP/K. Pelayanan
Persampahan
/ Kebersihan
2. | Pemetaan  wilayah/kelurahan | ypT TPA
yang  tingkat  pembayaran | 4an Retribusi
retribusi dengan kanal Pelayanan
digitalnya masih belum Persampahan
optimal. / Kebersihan
3. | Membangun Komunikasi
dengan pihak-pihak | UPT TPA .
Kecamatan/Kelurahan di Kota | dan Retribusi
Tangerang, terkait rencana | Pelayanan
pelaksanaan kegiatan | Persampahan
sosialisasi. / Kebersihan
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. Penanggung | Tahap | Tahap | Tahap

No. Kegiatan Jawab 1 ) 3

4. | Membangun komunikasi
dengan Pihak Humas Kota
Tangerang, Dlpas Komun1ka§1 UPT TPA
dan Informasi, serta media o

. . . dan Retribusi
lainnya yang dinaungi oleh

. Pelayanan
Pemerintah Kota Tangerang,

. 5 Persampahan
terkait  rencana  kerjasama / Kebersihan
sosialisasi  ETPD  kepada
masyarakat & badan usaha
selaku wajib retribusi RPP/K.

5. | Membuat bahan sosialisasi,
berupa materi paparan, pamflet UPT TPA
dalam bentuk hardcopy dan _

. .. | dan Retribusi
softcopy, serta video tutorial
. . Pelayanan
yang mengiformasikan P
ersampahan
pembayaran RPP/K Tangerang .
/ Kebersihan
dengan memanfaatkan kanal
digital.

6. | Pelaksanaan kegiatan | UPT TPA
sosialisasi tatap muka kepada | dan Retribusi
masyarakat tingkat | Pelayanan
kelurahan/kecamatan. Persampahan

/ Kebersihan
& Perangkat
Daerah
Terkait

7. | Penyebaran informasi Dinas
pembayaran RPP/K Tangerang | Lingkungan
dengan memanfaatkan kanal | Hidup Kota
digital dengan memanfaatkan | Tangerang &
media cetak, media sosial, dll Dinas

Kominfo
Kota
Tangerang

8. | Evaluasi  hasil  rangkaian | UPT TPA
kegiatan sosialisasi terhadap | dan Retribusi
capaian  persentase = ETPD | Pelayanan
retribusi pelayanan | Persampahan
persampahan dan kebersihan | / Kebersihan
secara berkelanjutan. & Subbag

Keuangan
DLH Kota
Tangerang

Sumber: Data diolah peneliti, 2024
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